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ABSTRAK

AKUNTANBILITAS KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM DESA SIAGA DI DESA PONDOK GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH

RISNA

1503100070

penelitian ini didasarkan atas upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan serta
kesadaran masyarakat, kesiap siagaan, dalam meningkatkan kesehatan di lingkungan desa
maupun kelurahan, dalam penanganan masalah-masalah kesehatan melalui Program Desa Siaga.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan

program Desa Siaga di desa pondok gajah kabupaten bener meriah

dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif , Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi. Sample
atau informan dalam penelitian ini adalah : Kepala desa pondok gajah, Bidan desa pondok gajah,

dan Kader Desa Siaga, dan 2 masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja perangkat desa dalam
pelaksanaan program desa siaga di desa pondok gajah kabu paten bener meriah sudah terlaksana
dengan baik dan optimal. Hal ini di buktikan Pemberian pelayanan kesehatan dasar yang
meliputi pemeriksaan kehamilan yang sering di kunjungi oleh masyarakat, terutama ibu hamil
serta pemberian imunisasi bayi yang juga sering di kunjungi oleh orang tua untuk memmberikan
imunisasi bagi bayinya. Serta pengobatan oleh dokter yang sering dilakukan dilakukan semenjak

awal tahun

Kata kunci  : implementasi program Desa Siaga
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good goverment yang merupakan
pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk
kepentingan publik. menurut Moeheriono (2012:99) akuntabilitas adalah
kewajiban pemberian pertanggung jawaban kepada pihak yang memberi, untuk
menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan-tindakan yang telah di lakukan
atas hasil upaya dalam melaksanakan tugas atau pencapaian tujuan yang telah di
tetapkan.

Kinerja (perfomance) merupakan hasil kerja yang di capai oleh seseorang
atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan
etika.

Menurut penjelasan UU No. 28 Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah asas
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban
merupakan pekerjaan yang telah di laksanakan dan harus di pertanggung

jawabkan oleh pegawai yang di beritugas dan tanggung jawab. Pertanggung



jawaban berarti menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis yang di

sampaikan oleh
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mereka yang di beri tugas kepada atasannya yang memberi tugas atau yang
mendelegasikan sebagian dari kewenangannya.

Kinerja instansi-instansi pemerintah baik dipusat maupun daerah sekarang
ini masih terus menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat masih sering
mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang di lakukan
instansi pemerintah. Fenomena demikian mengisyaratkan bahwa masyarakat
belum merasa puas atau kinerja mereka. Tuntutan tersebut harus di respon oleh
instansi pemerintah, untuk melakukan upaya upaya perbaikan kinerja dengan
melaksanakan sistem akuntabilitas dengan sebaik-baiknya. Sementara itu adapun
instansi/organisasi pemerintah yang juga mempunyai pertanggung jawaban
kepada masyarakatnya yaitu perangkat desa. Perangkat desa mempunyai tugas
dan kewajiban membantu kepada desa dalam pelaksanaan tugas dan
kewajibannya.Perangkat desa memberikan pelayanan administrasi, pelaksanaan
teknis lapangan, serta membantu kepala desa di wilayah bagian desa yang
disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Adanya perhatian dan tanggung jawab dari perangkat desa akan mendorong
untuk menampilkan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan di desa. dalam
rangka pemberdayaan masyarakat di desa dapat dilaksanakan program
pemberdayaan masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai
dengan kebutuhan. Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan atas prakarsa
masyarakat desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan undang-undang

keputusan menteri, peraturan pemerintah maupun keputusan kepala desa.
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Adapun salah satu program pemberdayaan masyarakat yaitu desa dan
keluarga siaga aktif merupakan salah satu indikator dalam standar pelayanan
minimal bidang kesehatan di kabupaten dan kota. Dalam tatanan otonomi daerah,
pengembangan desa dan keluarga siaga aktif merupakan salah satu urusan wajib
pemerintah kabupaten dan pemerintahan kota, yang kemudian diserahkan
pelaksanaan ke desa dan kelurahan. Namun demikian, suksesnya pembangunan
desa dan kelurahan juga tidak terlepas dari peran pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pihak pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), dunia usaha, serta
pemangku kepentingan lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang republik indonesia Nomor 36
Tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan
harus ditunjukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat masyarakat yang tertinggi-tingginya. Untuk itu, pemerintah memiliki
sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yang meliputi tanggung jawab
untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi
penyelenggaraan upaya Kkesehatan yang merata dan terjangkau oleh
masyarakat.Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberdayakan dan
mendorong peran aktif masyarakat dalam segala upaya kesehatan.

Kabupaten Bener Meriah khusunya di Desa Pondok Gajah, upaya
memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan salah satunya dengan
menjalankan program desa siaga Yyaitu program yang bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan mampu
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mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi
secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat.

Desa siaga adalah desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah
pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayan setiap hari melalui pos
kesehatan desa (poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada wilayah tersebut.
Penduduknya mengembangkan dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat
melalui pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, giji, lingkungan dan
prilaku, kedaruratan kesehatan, dan penanggulangan bencana, serta penyehatan
lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS).

Desa siaga merupakan salah satu bentuk eorientasi pelayanan kesehatan dari
sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan
bottom up. Berdasarkan keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.564
Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan program pengembangan Desa Siaga,
Desa Siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya
dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah
kesehatan, bencana dan kegawatdarutan kesehatan secara mandiri. Desa siaga
adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, di
sertai dengan pengembangan Kkesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk
memelihara kesehatannya secara mandiri.

Namun demikian, di desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah ini
pelaksanaan program desa siaga atau kelurahan siaga aktif masih belum

maksimal. Karena desa Pondok Gajah ini belum terpenuhi fasilitas kesehatanya
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secara maksimal serta dukungan dan partisipasi masyarakat masih kurang. Hal ini
dapat dipahami karena pengembangan dan pembinaan perangkat desa yang
menganut konsep pemberdayaan masyarakat memang memerlukan proses. Kepala
desa dan perangkat desa bersama badan pemusyawaratan desa adalah
penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu, kegiatan memfasilitasi
masyarakat menyelenggarakan pengembangan desa siaga, yang merupakan dari
kader pemberdayaan masyarakat dan kader kesehtan, harus mendapat dukungan
dari perangkat desa.Perangkat desa mempunyai tanggung jawab penuh dalam
pelaksanaan dan seberapa keberhasilan dalam menciptakan desa siaga ini.

Pelaksanaan pengembang desa siaga ini merupakan tanggung jawab serta
Kinerja dari pimpinam dari perangkat pemerintah desa dan kelurahan.Persoalan
inilah yang mendasari peneliti ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Siaga di
Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan dapat merumuskan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa
dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener

Meriah?
1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja perangkat desa dalam pelakasanaan

program Desa Siaga di Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah
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1.4. Manfaat Penelitian

1.5.

a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat desa di Desa Pondok Gajah

b)

Kabupaten Bener Meriah

Menambah ilmu pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja perangkat desa

dalam pelaksanaan program Desa Siaga di Desa Pondok Gajah Kabupaten

Bener Meriah

dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa khususnya perangkat

desa Pondok Gajah dalam kaitannya dengan peningkatan akuntabilitas

kinerja perangkat desa demi mewujudkan pembangunan di tingkat desa

Sistematika Penulisan

BAB |

BAB 11

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat pendahuluan yang berisikan latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

URAIAN TEORITIS

Dalam Bab ini, membahas tentang uraian teoritis yang
berisikan akuntabilitas, dimensi akuntabilitas, jenis dan
fungsi akuntabilitas.Kemudian dilanjutkan uraian tentang
Kinerja, indikator Kinerja dan akuntabilitas
kinerja.Selanjutnya pada akhir Bab ini diuraikan tentang
desa danperangkat desa, tugas perangkat desa, serta
program  desa siaga  khususnya dalam  tujuan

pelaksanaannya dan sasaran program desa siaga.



BAB IlII

BAB IV

BAB V
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METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini di sajikan menguraikan tentang jenis
penelitian, narasumber, definisi konsep, kategorisasi, teknik
pengumpulan data, teknik analisa data, lokasi dan waktu
penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Data ini di sajikan hasil penelitian tentang akuntabilitas
kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan program Desa
Siaga di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah dan
analisa data bagaimana akuntabilitas kinerja perangkat desa
dalam pelaksanaan program Desa Siaga di Desa Pondok
Gajah Kabupaten Bener Meriah.

PENUTUP

Bab ini Dberisikan kesimpulan dan saran-saran untuk

kemajuan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN
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URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Moeheriono (2012 : 99) akuntabilitas adalah kewajiban pihak
karyawan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pihak organisasi atau atasan yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan RI dalam  Agus Subroto (2009 : 29) mendefinisikan
akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu
unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta
pertanggungjawaban.

Menurut Renyowijoyo (2008 : 21) akuntabilitas adalah kewajiban pihak
pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas
dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa

yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya dan yang bersangkutan
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dengan nya untuk dapat menjawab  hal-hal yang  menyangkut
pertanggungjawabannya.
2.1.1. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002 : 22) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang

harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menyatakan bahwa sebagai berikut:

a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hokum (accountability for
probity and legality)

b) Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalah gunaan
jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam
penggunaan sumber dana public sesuai dengan anggaran yang telah
disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¢) Akuntabilitas proses (process accountability), akuntabilitas proses terkait
dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah
cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, system
informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses
termanifestasikan  melalui  pemberian  pelayanan  publik  yang
cepatresponsif, murah biaya.

d) Akuntabilitas program (program accountability) akuntabilitas program
terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau
tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang

memberikan hasil yang optimal denganbiaya minimal. Akuntabilitas
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program akan di soroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah di
tetapkan tersebut(outcomes and effectiveness).

e) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah, atas
kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan

masyarakat luas.

2.1.2 Jenis dan fungsi akuntabilitas
Menurut Mardiasmo (2002 : 22) akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:
a) Akuntabilitasvertikal (vertical accountability)

b) Akuntabilitas horizontal (Horizontal accountability)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis akuntabilitas tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Akuntabilitasvertikal

Setiap pejabat atau petugas publik individu maupun kelompok secara
hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan
langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan
secara periodic maupun sewaktu-waktu bila di perlukan

2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal mendekat pada setiap lembaga negara sebagai
suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanah yang
telahditerima dan di laksanakan ataupun perkembangannya untuk di

komunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya.
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2.2. Akuntabilitas kinerja

Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik.

Menurut LAN dan BPKP dalam Urip Santoso (2008 : 6) akuntabilitas kinerja
merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan
menerangkan Kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggung jawaban.

Menurut Ledvina V. Carmo dalam Urip Santoso (2008 : 6) akuntabilitas
kinerja adalah suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas
baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar
tanggung jawab dan kewenangannya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah di
tetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan
instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai

komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan
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Kinerja, pengukuran Kkinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan Stratejik
merupakan Suatu proses yang berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun
waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan
suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang
realistis dan mengantisipasi masa depan Perencanaan Kinerja merupakan proses
penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan
sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa
Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka semua
instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuali
dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya
masing-masing, karenaakuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga
kegagalan pelaksanaan-pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
2.2.1. Sistem Tujuan AkuntabilitasKinerja

Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999, tujuan sistem akuntabilitas kinerja adalah
untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai
salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
2.2.2. Ruang Lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999, adapun ruang lingkup Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua
kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi

pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah.
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2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang meliputi ruang lingkup diatas
dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bahan pertanggung jawaban

nya kepada Presiden

2.3. Pengertian Desa Dan Perangkat Desa
2.3.1. Pengertian Desa Siaga

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
564/Menkes/SK/V111/2006 dalam Endang Sutisna Sulaeman (2012 : 304) Desa
Siaga adalah suatu kondisi masyarakat desa/kelurahan yang memiliki kesiapan
sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi
masalah kesehatan, bencana dan gawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

Sebuah desa dikatakan menjadi Desa Siaga apabila desa tersebut telah
memiliki sarana kesehatan sekurang-kurangnya sebuah Pos kesehatan Desa
(Poskesdes) yang dikelola oleh seorang bidan dan dua orang kader Poskesdes
merupakan UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan
kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

Pengembangan Desa Siaga mencakup upaya untuk lebih mendekatkan
pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa menyiapsiagakan masyarakat
menghadapi masalah-masalah kesehatan, memandirikan masyarakat dalam
pembiayaan kesehatan, serta mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Dengan mewujudkan Desa Siaga, akan terwujud Desa Sehat yang merupakan basis
bagi terwujudnya Indonesia Sehat. Inti kegiatan Desa Siaga adalah memberdayakan
masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu, dalam

pengembangannya di perlukan langkah-langkah pendekatan edukatif yaitu upaya
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mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran
yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang di
hadapinya.Selain itu desa siaga menanamkan pada setiap penduduknya memiliki
sikap yang tanggap dan cakap terhadap lingkungan yang mereka tinggali. Selain itu
Departemen kesehatan pada tahun 2006 merumuskan secara khusus bahwa tujuan

Khusus dari desa siaga meliputi :

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang
pentingnya kesehatan.

2. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa.

3. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup
bersih dan sehat.

4. Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa.

Sehingga dari tujuan khusus yang ada, terdapat suatu prinsip yang ada. Adapun

prinsip yang disampaikan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2008 meliputi:

1. Desa siaga adalah titik temu antara pelayanan kesehatan dan program
kesehatan yang di selenggarakan oleh pemerintah dengan upaya masyarakat
yang terorganisir.

2. Desa siaga mengandung makna “kesiapan” dan “kesiagaan” Kesiagaan
masyarakat dapat di dorong dengan memberi informasi yang akurat dan
cepat tentang situasi dan masalah-masalah yang mereka hadapi.

3. Prinsip respons segera. Begitu masyarakat mengetahui adanya suatu

masalah, mereka melalui desa siaga, akan melakukan langkah-langkah yang



36

perlu dan apabila langkah tersebut tidak cukup, sistem kesehatan akan
memberikan bantuan (termasuk pustu, puskesmas, Dinkes, dan RSUD).
4. Desa siaga adalah “wadah” bagi masyarakat dan sistem pelayanan

kesehatan untuk menyelenggarakan berbagai program kesehatan.

2.3.2. Tujuan Desa Siaga

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINo. 564/Menkes/SK/V11/2006
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dalam Endang Sutisna
Sulaeman (2012 : 305) adapun tujuan Desa Siaga terdiri atas tujuan umum dan
tujuan Khusus. Tujuan umum yaitu: terwujudnya masyarakat desa yang sehat, serta
peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Dan
Percepatan terwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan
mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang
dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat.

Tujuan khusus, vyaitu: (a) meningkatnya pengetahuandan kesadaran
masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan (b) meningkatnya kewaspadaan dan
kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko dan bahaya yang dapat
menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah, kegawatdaruratan, dan
sebagainya) (c) meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku
hidup bersih dan sehat (d) meningkatnya kesehatan lingkungan (e) meningkatnya
kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri di bidang
kesehatan (f) mengembangkan kebijakan pengembangan desa dan kelurahan siaga
aktif di pemerintahan desa atau kelurahan (g) meningkatkan komitmen dan

kerjasama semua perangkat desa atau kelurahan dan organisasi kemasyarakatan
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untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif (h) meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di desa atau kelurahan (i)
mengembangkan ukbm dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat, meliputi
pemantauan penyakit, kesehatan ibu, dan anak, lingkungan, prilaku,
penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan.
(j) meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya
lain, yang berasal dari pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat dan swasta
dunia usaha, untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif (k) meningkatkan

prilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga

2.3.3. Sasaran Program Desa Siaga

Menurut Endang Sutisna Sulaeman (2012 : 306) untuk mempermudah
intervensi pengembangan Desa Siaga, sasaran Desa Siaga dibedakan menjadi 3
(tiga) jenis, yaitu sebagai berikut: (a) semua individu dan keluarga di
desa/kelurahan sebagai sasaran utama yang diharapkan mampu melaksanakan pola
hidup bersih dan sehat (PHBS), serta peduli dan tanggap terhadap masalah
kesehatan di wilayah desa (b) pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap
perubahan perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang
kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat formal dan
informal (tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda) kader kesehatan, dan
petugas kesehatan (c) pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) yang

diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana,
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tenaga, sarana dan lain-lain. Seperti kepala desa dan aparat pemerintahan desa,
camat, para pejabat lintas sektor terkait, lembaga sosial kemasyarakatan.
2.3.4. Pendekatan Oprasional Desa Siaga

Menurut Endang Sutisna Sulaeman (2012 : 307) adapun langkah-langkah
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan pada Desa Siaga, terdiri atas lima
tahap, yaitu:

1. Pengembangan tim petugas Puskesmas. Tujuan dari langkah ini adalah
mempersiapkan para petugas yang berada di wilayah Puskesmas, agar
memahami tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan pada Desa Siaga. Serta siap bekerja sama dalam satu tim untuk
melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

2. Pengembangan tim di masayarakat, tujuan dari langkah ini adalah untuk
mempersiapkan kader, tokohmasyarakat, sertamasyarakat, agar mereka tahu
dan mau bekerja sama dalam satu tim untuk mengembangkan Desa Siaga.
Melalui Forum Masayarakat Desa yang terdiri atas pemuka-
pemukamasyarakat, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan lain-
lain

3. Survei Mawas Diri atau Telaah Mawas Diri di desa bertujuan agar pemuka
masyarakat mampu melakukan telaah mawas diri untuk desanya. Dengan
demikian diharapkan mereka menjadi sadar akan permasalahan yang
dihadapi di desa, serta bangkit niat dan tekad untuk mencari solusi,
termaksud membangun poskesdes sebagai upaya untuk mendekatkan

pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa.
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Disadarakan permasalahan yang dihadapi di desa, serta bangkit niat dan
tekad untuk mencari solusi, termasuk membangun Poskesdes sebagai upaya
untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa.
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), tujuan penyelenggaraan MMD di
tiap desa adalah mencari alternative penyelesaian masalah kesehatan dan
upaya membangun Poskesdes, dikaitkan dengan potensi yang dimilikidesa,
juga untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa Siaga.
Peserta Musyawarah adalah tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh
perempuan dan generasi muda.
Pelaksanaan kegiatan, secara operasional pembentukan Desa Siaga
dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a) Pemilihan Pengurusdan Kader Desa Siaga

b) Orientasi atau pelatihan kader Desa Siaga

¢) Pengembangan Poskesdes

d) Penyelenggaraan kegiatan Desa Siaga, dengan telah adanya

Poskesdes, maka desa telah ditetapkan sebagai DesaS iaga

Komponen desa siaga

Menurut Endang Sutisna Sulaeman (2012 : 320) dalam pembinaan dan

pengembangan Desa Siaga terdapat delapan komponen Desa Siaga yaitu:

1.

2.

Adanya Forum KesehatanDesa
Adanya Poskesdes dan system rujukannya
Adanya upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang

dikembangkan
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4. Adanya system pengamatan penyakit dan factor risiko berbasis masyarakat

5. Adanya system kesiapsiagaan masyarakat penanggulangan gawat daruratan
dan bencana berbasis masyarakat

6. Adanya upaya menciptakan dan terwujudnya lingkungan sehat

7. Adanya upaya menciptakan dan terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)

8. Adanya upaya untuk menciptakan dan terwujudnya Keluarga Sadar Gizi

(Kadarzi)

2.3.6. Konsep Desa Siaga
Konsep desa siaga adalah membangun suatu sistem di suatu desa yang
bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah
bimbingan dan interaksi dengan seorang bidan dan 2 orang kader desa.di samping
itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta
masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu (Depkes
2009).
2.3.7. Kegiatan pokok desa siaga
1. Surveilans dan pemetaan : Setiap ada masalah kesehatan di rumah tangga
akan dicatat dalam kartu sehat keluarga. Selanjutnya, semua informasi
tersebut akan direkapitulasi dalam sebuah peta desa (spasial) dan peta

tersebut dipaparkan di poskesdes.

2. Mobilisasi sumber daya masyarakat : Melalui forum desa siaga, masyarakat
dihimbau memberikan kontribusi dana sesuai dengan kemampuannya. Dana

yang terkumpul bisa dipergunakan sebagai tambahan biaya operasional
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poskesdes. Desa siaga juga bisa mengembangkan kegiatan peningkatan
pendapatan, misalnya dengan koperasi desa. Mobilisasi sumber daya
masyarakat sangat penting agar desa siaga berkelanjutan (sustainable).

Monitoring kinerja : Monitoring menggunakan peta rumah tangga sebagai
bagian dari surveilans rutin. Setiap rumah tangga akan diberi Kartu
Kesehatan Keluarga untuk diisi sesuai dengan keadaan dalam keluarga
tersebut. Kemudian pengurus desa siaga atau kader secara berkala
mengumpulkan data dari Kartu Kesehatan Keluarga untuk dimasukkan

dalam peta desa.
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METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengunakan metode deskriftip dengan analisis kualitatif,
yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan
di sesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data
pada umumnya bersipat kualitatif. Pendekatan kualitatif di dirikan oleh tujuan
penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak
memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk di ukur secara
cepat.

3.2. Kerangka Konsep

AKUNTABILIT Pelaksanaan Program Desa
AS KINERJA o| Staga:
PERANGKAT 1. Surveilans dan Pemetaan.
DESA 2. Mobilisasi Sumber Daya
Masyarakat.
Y 3. Monitoring Kinerja.

\ 4
Akuntabilitas Kinerja
1. Pertanggung Jawaban.
2. Pelaporan dan
3. Pengungkapan Segala Kegiatan.

Pelayanan
Mayarakat

S

21
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3.3 Definisi konsep

1.Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung
jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan
hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk memeinta keterangan atau pertanggung jawaban.
2.Pengertian Kinerja
Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang
dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-
masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal,
tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
3. Pengertian Akuntabilitas kinerja
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik.
4. Pengertian Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik
Indonesia

5.PerangkatDesa
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Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan,
pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.dengan demikian, perangkat desa
bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa
setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.

6. Pengertian Desa Siaga

Desa atau kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan
kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah
kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri
3.4. Kategorisasi

Menurut Moleong dalam (2006 : 252) menjelaskan kategorisasi adalah salah
satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi,
pendapat, atau kriteria tertentu. Dalam kaitan-kaitan ini yang menjadi kategorisasi
adalah:

a. akuntabilitas kinerja dalam perwujudan kewajiban instansi pemerintah
b. adanya pelaksanaan program desa siaga
c. adanya proses akuntabilitas kinerja

d. adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan desa siaga

3.5. Narasumber22
Menurut Martono (2015 : 117) narasumber adalah informan yang menjadi
sumber informasi utama dalam proses penelitian. Adapun kriteria narasumber

adalah memiliki posisi penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui
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dengan baik permasalahan yang akan diteliti. Narasumber yang dipilih dalam

penelitian ini adalah:

1. KepalaDesa Pondok Gajah : 1 orang
2. KepalaUrusanPembinaanDesaKecamatanPondok Baru : 1 orang
3. KepalaDusun . 2 orang
4. Kader Kesehatan : 1 orang

3.6.Teknik pengumpulan data

Data Primer

Menurut Martono (2015 : 65) data primer dalam proses penelitian
didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari
lokasi penelitian melalui sumber pertama (narasumber atau melalui wawancara)
atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sebagai data
primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara penulis dengan responden
di lingkungan Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah, serta observasi yang
penulis lakukan di lokasi penelitian, melalui cara:

1) Wawancara yaitu data yang diperoleh dengan bertanya dan menyelidik
kepada seorang informan dalam suatu masalah yang dapat memberikan
informasi sesuai dengan maslah yang diteliti.

2) Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian
untuk melihat lokasi riil yang terjadi di lingkungan Desa Pondok Baru

Kabupaten Bener Meriah
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Data Sekunder

Menurut Martono (2015 : 66) data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak
diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan
orang pertama yang mengumpulkan data yaitu dengan memanfaatkan data yang
telah dikumpulkan pihak lain.
3.7.Teknik Analisis Data

Berdasarkan Moleong (2006 : 248) analisis data kualitatif merupakan upaya
yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang
sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik analisis yang penulis
gunakan dalam menulis ini adalah kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau
peristiwa.
3.8. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting karena
dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data.dalam penelitian ini yang
menjadi lokasi penelitian adalah di Kelurahan dan Poskesdes Desa Pondok Gajah

Kabupaten Bener Meriah.
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3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian
3.9.1 Sejarah kabupaten bener meriah

Bener meriah yang beribu kota redelong, memiliki luas wilayah 1454, 09
km, dengan potografi daerah yang berbukit-bukit. Daerah ini terletak di
wilayah pedalaman Aceh, tempatnya di dataran tinggi gayo. Kawasan ini
bertemperatur antara 26 derajat Celsius dan 32,5 derajat Celsius. Daerah
yang di huni penduduk sekitar 112.093 jiwa ini, memilikinkelembaban
udara maksimum 75,8% sedangkan minimumnya 30% keanekaragaman
budaya karena banyaknya suku bansa yang secara bersama hidup di wilayah
ini, menambah khazanah tersendiri.

Bener meriah, didominasi oleh suku ngayo, sehingga di daerah ini masih
tetap tegak budaya leluhur yakni adat gayo, yang keberadaanya masih
bertahan di daerah pemekaran Aceh tengah ini.Kata Bener kemungkinan
berasal dari kata bandar yang berarti kota, sedangkan Meriah berarti
ramai/sejahtera (gemah ripah), sehingga Bener Meriah dapat memiliki arti
Bandar (kota) yang ramai/sejahtera, Bener juga dapat berarti Benar sehingga
dapat diartikan benar-benar ramai/sejahtera, Meriah menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia berasal dari kata Riah yang berarti ramai yang bersifat
suka ria, atau upacara (kebesaran, kemuliaan, kemegahan, perayaan,
berwarna, ceria, beragam, dan sebagainya). Bener Meriah juga sering

dikaitkan dengan nama anak Raja Linge
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3.9.2 Visi misi bener meriah

Visi

1. Mewujudkan Bener meriah nyaman melalui perencanaan tataruang,

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang

berkualitas dan berwawasan lingkungan.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan

melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

4. terwujudnya bener meriah menjadi kabupaten madani harmoni maju dan

sejahtera

Misi

1.

no

Mewujudkan  masyarakat yang berkualitas dan  sejahtera
dilandaskankeimanan dan ketagwaan kepada Allah SWT

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu

Mengembangkan aktivitas sektor agroindustry

Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global

Mengembangkan kemandirian dan usaha pemanfaatan sumber daya
energi

Mengembangkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutan yang

berkelanjutan
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3.9.2 Sejarah desa Pondok Gajah

Pada zaman dahulu kampung Pondok Gajah dinamakan kampung
Sidodadi.Waktu itu kampung Pondok Gajah penduduknya masih sangat sedikit
sekali dan lingkungannya masih hutan, lahan pertanian juga masih sedikit.Dihutan

masih banyak terdapat binatang buas termasuk juga gajah.

Pada waktu itu tepatnya hampir sore hari ketika musim angin sekawanan
gajah keluar dari hutan da berkumpul dilapangan serta memakan tanaman
masyarakat seperti jagung dan tebu masyarakat sangat ketakutan akan kedatangan
gajah tersebut. Gajah tersebut menetap dilapangan selama berbulan-bulan, begitu
terus selanjutnya dari tahun 1947-1949 setiap musim angin gajah tersebut
turun.Mayarakat berjuang mengusir kembali gajah tersebut ke hutan selama 3
tahun.Dari situlah kampung yang dulunya bernama Sidodadi berubah menjadi
Pondok Gajah sampai sekarang. Pada tahun 2007 sampai dengan pertengahan tahun
2009 Kampung Pondok Gajah berada dibawah wilayah pemerintahan Mukim Gajah
Mungkur Reje Tiang yang pada saat itu wilayah kecamatan bandar terbagi dalam
tiga wilayah pemerintahan Mukim, yakni Kemukiman Janarata, Kemukiman Kute
Teras, dan Kemukiman Bener Kelipah.Pada pertengahan tahun 2009 tiga wilayah
Kemukiman ini dimekarkan menjadi tujuh wilayah Kemukiman diantaranya
Kemukiman Janarata, Kemukiman Kute Teras, Kemukiman Bener Kelipah,
Kemukiman Bener Selan, Kemukiman Pemango Kute Derma, Kemukiman Gajah
Mungkur Reje Tiang, dan Kemukiman Tensaran Peteri Pintu. Pada awal Tahun

2010 wilayah Pemerintahan Kecamatan Bandar dimekarkan menjadi dua wilayah
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Pemerintahan Kecamatan yaitu Kecamatan Bandar yang membawahi pemerintahan
Kampung sebanyak 35 Kampung dan Kecamatan Bener Kelipah yang membawahi
pemerintahan Kampung sebanyak 12 Kampung. Kampung Pondok Gajah hingga
saat ini berada di Wilayah Kemukiman Gajah Mungkur Reje Tiang Kecamatan
Bandar Kabupaten Bener MeriahKampung Pondok Gajah adalah salah satu dari 35
kampung yang terdapat di kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah.Secara
geografis kampung ini memiliki tofografi perbukitan dengan ketinggian 1484 meter
di atas permukaan laut.Wilayahnya didominasi perkebunan kopi Arabika Gayo
serta pemukiman warga.Batas wilayahnya, sebelah utara dengan kampung Bathin
Baru, dan selatan dengan kampung Makmur Sentosa, Gele Semayang dan Suku
Wih llang.Sementara dari arah barat, Pondok Gajah berbatasan dengan kampung
Sedie Jadi dan Mufakat Jadi, sebelah timur berdampingan dengan kampung
Simpang Utama dan Makmur Sentosa.Jumlah penduduk di kampung Pondok Gajah
ini yang tercatat sekitar 1364 jiwa dengan 380 kartu keluarga (KK).Umumnya,
mereka adalah petani, sangat sedikit yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil
(PNS).Warga setempat terdiri dari 4 suku yang berbeda, antara lain yaitu, suku
Gayo, Jawa, Aceh pesisir dan suku Batak.Warga Pondok Gajah tidak pernah
berselisih paham tentang adat dan budaya yang berbeda-beda, selalu penuh
kerukunan dan saling menghargai antar suku.ltulah mengapa, pantas disebut dan
dinamakan kampung Bhinneka Tunggal Ika.Selain itu, sikap gotong royong juga
masih sangat kental di desa ini.Kampung Pondok Gajah merupakan kampung yang
sedang berkembang, baik bidang pendidikan, agama, ekonomi dan sosial

kemasyarakatan.Berbicara pendidikan, kampung Pondok Gajah memiliki beberapa
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sekolah diantaranya, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak
(TK), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).Selain itu juga terdapat satu yayasan
pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mulai dari SD, SMP dan SMALB.tentu
dengan demikian sangat mendukung bagi pendidikan generasi muda warga Pondok

Gajah

3.9.3 Visi Misi Desa Pondok Gajah
Visi
“ Meningkatkan taraf hidup serta mensejahterakan Masyarakat.
Misi
1.  Meningkatkan keimanan dan ketakwaan desa pondok gajah
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas
3. Mengadakan pelatihan untuk guru pendidik
4.  Memberikan pinjaman modal usaha

3.9.4 tugas pokok dan fungsi desa siaga

TUGAS KETUA
1. Bertanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi
2.Menjadi inisiator dalam organisasi
3.Pengambil keputusan dari hasil musyawarah dan mufakat
4.Melakukan pengawasan dan mengkoordinir terhadap kinerja organisasi

5.Melakukan perencanaan organisasi secara tersetruktur
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6.Sebagai pengayom dan pelindung bagi pengurus lainya
7.Pemimpin rapat

8.Sebagai coordinator dalam organisasi

TUGAS WAKIL KETUA

1.Membantu tugas ketua

2.Mewakili ketua saat berhalangan hadir

3.Mengkoordinir kegiatan seksi-seksi di forum

4. Melaksanakan tugas — tugas ketua yang telah didelegasikan
TUGAS SEKRETARIS

1. Bertanggung jawab terhadap pengarsipan data
2.Bertanggung jawab terhadap tertib administrasi
3.Bertanggung jawab kesekretariatan

4.Bertanggung jawab notulensi kegiatan

5. Sebagai konseptor surat dalam kegiatan

6. Bertanggung jawab terhadap inventarisasi

TUGAS BENDAHARA

1.Bertanggung jawab terhadap pembukuan keuangan
2.Menerima dan mennyiapkan keuangan atas persetujuan ketua
3.Mengeluarkan keuangan atas perstujuan ketua

4.Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap bulan
SEKSI DINAS DAN PENDANAAN

1.Menjadi jurubicara
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2. Melakukan sosialisasi tentang program desa siaga terhadap masyarakat dan pihak
lain

3. Membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pihak lain

4. Menjadi penghubung dengan pihak yang terkait

5.Menggalang sumber-sumber pendanaan untuk yang sifatnya tidak mengikat
6.Mengajukan permohonan kerjasama proposal kepihak pemerintah & swasta

7. Mengadakan kegiatan fund raising atau penggalangan dana secara swadaya
SEKSI REKAPITULASI & DOKUMENTASI

1. Melakukan rekapitulasi 4 sistem dari 6 desa di pondok gajah

2. Pendokumentasian kegiatan — kegiatan desa siaga (baik foto maupun berita
koran, kejadian — kejadian / kasus dimasyarakat).

SEKSI ADVOKASI

1. Mengadvokasi kebijakan pemerintah dan pihak swasta untuk berpihak pada
progam — program kegiatan desa siaga.

2. Mengakomodir kebutuhan — kebutuhan kader & masyarakat khususnya dibidang
kesehatan kepada pihak-pihak yang terkait.

SEKSI PERLENGKAPAN DAN ACARA

1. Memfasilitasi dan menyediakan sarana & prasarana dalam setiap kegiatan Forum

Pandan Sehat



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data yang telah diproleh dari hasil penelitian dilapangan
atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diproleh dengan cara
tanyak jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran
yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan untuk mendukung proleh
data di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di
DESA KAMPUNG PONDOK GAJAH MENGENAI AKUNTABILITAS
KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA

SIAGA

4.1 Hasil Penelitian
Hasil penelitian di desa siaga pondok gajah kabupaten bener meriah penulis

uraikan tentang narasumber dan hasil wawancara.

4.1.1 Deskripsi Narasumber
Tabel 4.1

Keadaan narasumber berdasarkan jenis kelamin dan usia

No Nama Jenis kelamin Usia
1 Jumaidi Laki — laki 53
2 Syarifah Perempuan 50
3 Samsul Laki — laki 28
4 Deny Laki — laki 36
3) Agus Laki — laki 35

Sumber : hasil penelitian tahun 2019

34
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Tabel 4.2

keadaan narasumber berdasarkan pekerjaan dan jabatan

No Nama Pekerjaan Jabatan
1 Jumaidi Pegawai desa Kepala desa
2 Syarifah Sekretaris desa Sekdes
3 Samsul Bendahara Bendahara
4 Deny Wiraswasta Karyawan
5 Agus Wiraswasta Karyawan

Sumber : hasil penelitian tahun 2019
Berikut ini adalah penyajian data dan berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan penelitian kepada para narasumber. Wawancara dalam penelitian ini
dilakukan dengan bertemu narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan
kepada sumber informasi dengan mengunakan paduan wawancara, berdasarkan
kategorisasi sebagai berikut
A. Adanya Akuntabilitas kinerja dalam perwujudan dan kewajiban instansi
pemerintah
Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksana misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik
Berdasarkan hasil wawancara yang diproleh dari Desa Siaga pondok gajah
adalah sebagai berikut :
1. Wawancara dengan Bapak Jumaidi selaku kepala Desa pondok gajah
menyatakan bahwa Kinerja prangkat Desa dalam mewujudkan desa siaga di
sini ialah menjelaskan bahwa, kinerja perangkat desa ini sangat di dukung

oleh, kader kader, masyarakat, dan prangkat pukesmas bandar dan program
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kami untuk mewujudkan Desa siaga ini dengan merangkul seluruh
masyarakat, dan mendatangi satu-persatu rumah masyarakat untuk bersiap
melaksanakan program Desa siaga ini. Dan memberikan arahan terhadap
masyarakat apabila meraka kurang dalam memahami program Desa siaga
ini

2. Wawancara dengan ibu Syarifah selaku Kader Kesehatan menyatakan
bahwa Membentuk kader-kader Desa Siaga dan Mengumpulkan masyarakat
di sore hari untuk melaksanakan program Desa Siaga, Memberi arahan
kepada Masyarakat tentang pertanggung Jawaban bahwa mereka siap dalam
Melaksanakan Desa siaga. Sasaran yang di tetapkan Pihak-pihak yang
mempunyai pengaruh terhadap prubahan prilaku individu dan keluarga atau
dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan prilaku tersebut
seperti tokoh masyarakat, termaksut tokoh agama, tokoh perempuan dan
pemuda, kader, serta petugas kesehatan.

3.Wawancara dengan bapak Samsul selaku Kepala Dusun di Desa Pondok
Gajah menyatakan bahwa untuk sejauh ini pertanggung jawaban terhadap
Desa Siaga jauh lebih baik, Alhamdulillah semua Fasilitas terpenuhi,
walaupun tidak 100%, tapi setidaknya mencapai 70% dalam melaksanakan
Desa Siaga.

4. Wawancara dengan bapak Deny sebagai masyarakat yang menyatakan
akuntabilitas proses ialah prosedur pelayanan yang dilakukan oleh
Perangkat Desa dan Kader Kesehatan sudah cukup baik dan responsif

namun masih perlu dibenahi sumber daya manusianya.
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5. Wawancara dengan bapak Agus sebagai masyarakat yang menyatakan

pelayanan kesehatan yang di lakukan oleh kader-kader kesehatan yang ada
sudah cukup baik, namun akan lebih maksimal apabila Pemerintah Daerah
melibatkan penyuluh tenaga kesehatan dari luar daerah agar sumber daya
manusia atau kemampuan kader kesehatan tentang pelayanan kesehatan

masyarakat desa lebih memadai.

kelima narasumber di atas terhadap pertanyaan pada kategorisasi nomor 1

terdapat persamaan dan pendapat yang akan di bahas pada pembahasan.

B.

Adanya pelaksanaan program desa siaga

Program yang di laksanakan adalah sosialisasi dan bimbingan terhadap

masyarakat agar lebih mengerti mengenai pentingnya program desa siaga

Berdasarkan hasil wawancara yang diproleh dari Desa Siaga pondok gajah

adalah sebagai berikut :

1. Wawancara dengan bapak Jumaidi selaku kepala Desa pondok gajah

2.

menyatakan bahwa Memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu
untuk hidup sehat. Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan
langkah-langkah pendekatan edukatif. Yaitu upaya mendampingi
(memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang
proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.

Wawancara dengan ibu Syarifah selaku kader kesehatan menyatakan
bahwa Untuk menuju Desa Siaga perlu di kaji berbagai kegiatan
bersumberdaya masyarakat yang ada desa ini seperti Posyandu, Polindes,

Pos Obat, Desa, Dana sahat, Siap-Antar Jaga, dan lain-lain sebagai embiro



36

atau titik awal pengembangan menuju Desa Siaga. Dengan demikian
mengubah Desa Siaga akan lebih cepat di desa tersebut telah ada berbagai
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

3. Wawancara dengan bapak Samsul selaku Kepala Dusun di Desa Pondok
Gajah menyatakan bahwa Alhamdulillah walaupun secara tidak lansung
aparatur perangkat desa, kade-kader sampai saat ini sudah berjalan dor tu
dor untuk mengunjungi masyarakat bukan dalam arti balita saja tetapi
lansia juga ikut di kunjungi terutama antar masyarakat d iberi arahan
pentingnya kesehatan bagi pribadi masing-masing

4. Wawancara dengan bapak Deny sebagai masyarakat yang menyatakan
bahwa prosedur yang di laksanakan dalam pelaksanaan Program Desa
Siaga sudah cukup baik, di lihat dari pelayanan yang telah diberikan oleh
Kader-Kader Kesehatan kepada masyarakat. Karena Pemerintah Daerah
cukup membekali Kader-Kader Kesehatan melalui penyuluhan dan
pelatihan tentang Kesehatan Dasar.

5. Wawancara dengan bapak Agus sebagai masyarakat yang menyatakan
bahwa prosedur pelayanan yang di lakukan Kader Kesehatan kepada
masyarakat desa sudah baik, karna Kader Kesehatan tidak hanya
melaksanakan program yang ada di daftar kegiatan Desa Siaga tetapi juga
dari semua sisi kesehatan seperti promosi dan edukasi kesehatan masyarakat

serta gerakan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS).
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kelima narasumber di atas terhadap pertanyaan pada kategorisasi
nomor 3 terhadap persamaan dan perbedaan pandangan. Hal tersebut
selanjutnya akan di bahas pada bagian pembahasan.
C. Adanya proses akuntabilitas kinerja

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan

Berdasarkan hasil wawancara yang diproleh dari Desa Siaga pondok gajah
adalah sebagai berikut :

1. Wawancara dengan bapak Jumaidi selaku kepala Desa pondok gajah
menyatakan bahwa Alhamdulillah dukungan dari perangkat desa semua
mendukung dan bertanggung jawab sama-sama bekerja sama dan
memberikan dukungan dalam mewujudkan desa siaga

2. Wawancara dengan ibu Syarifah selaku kader kesehatan menyatakan bahwa
Melaksanakan rapat koordinasi desa siaga tingkat desa dan kelurahaan sesuai
jadwal yang telah di sepakati pada pertemuan rapat koordinasi tingkat
kecamatan pertemuan ini di hadir ioleh camat dan jajaranya, kepala
puskesmas, dan jajaranya kepala desa dan lurah beserta jajaranya, rencana
pengembangan desa siaga kepala puskesmas memberi penjelasn tentang desa
siaga sekaligus membentuk forum dan struktur organisasi desa siaga dan
membuat kesepakatan bersama terkait pelaksanaan desa siaga agar dapat
berjalan sesuai harapan.

3. Wawancara dengan bapak Samsul selaku Kepala Dusun di Desa Pondok

Gajah menyatakan bahwa setiap ada masalah kesehatan di rumah tangga akan
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di catat dalam kartu sehat keluarga. Selanjutnya, semua informasi tersebut
akan di rekapitulasi dalam sebuah peta desa (spasial) dan peta tersebut di
paparkan di poskesdes.

4. Wawancara dengan bapak Deny menyatakan Perencanaan partisipatif di
laksanakan melalui survei mawas diri (SMD) dan musyawarah masyarakat
desa (MMD). Melalui SMD, desa siaga menentukan prioritas masalah.
Selanjutnya, melalui MMD, desa siaga menentukan target dan kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya melakukan
penyusunan anggaran.

5. Wawancara dengan bapak Agus menyatakan bahwa Melalui forum desa
siaga, masyarakat di himbau memberikan kontribusi dana sesuai dengan
kemampuannya. Dana yang terkumpul bisa dipergunakan sebagai tambahan
biaya operasional poskesdes. Desa siaga juga bisa mengembangkan kegiatan
peningkatan pendapatan, misalnya dengan koperasi desa. Mobilisasi sumber

daya masyarakat sangat penting agar desa siaga berkelanjutan (sustainable).

kelima narasumber di atas terhadap pertanyaan pada kategorisasi nomor 3
terhadap persamaan dan perbedaan pandangan. Hal tersebut selanjutnya akan di
bahas pada bagian pembhasan

D. Adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan desa siaga

Usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan

tertentu.
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Berdasarkan hasil wawancara yang di proleh dari Desa Siaga pondok gajah
adalah sebagai berikut :

1. Wawancara dengan bapak Jumaidi selaku kepala Desa pondok gajah
menyatakan bahwa Dengan cara memberi perhatian kepada masyarakat dan
membantu masyarakat apabila ada masyarakat yang sakit kami memfasilitasi
masyarakat tersebut berobat kepukesmas dan apa bila masyarakat bermasalah
kami akan mencari solusi yang terbaik.

2. Wawancara dengan ibu Syarifah selaku kader kesehatan menyatakan bahwa
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang
pentingnya kesehatan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan
masyarakat desa terhadap resiko dan bahaya yang akan dapat menimbulkan
ganguan kesehatan meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan
perilaku hidup sehat dan bersih. meningkatkan kesehatan lingkungan di Desa
Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong
diri sendiri di bidang kesehatan

3. Wawancara dengan bapak Samsul selaku Kepala Dusun di Desa Pondok
Gajah menyatakan bahwa mengutamakan mendorong setiap warga negara
berpatisipasi mengunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung trasnparasi menciptakan kepercayaan
timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan
imformasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh impormasi yang

akurat dan memadai di dalam pemerintahaan tersebut
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4. Wawancara dengan bapak Deny menyatakan bahwa Desa siaga dapat
mengembangkan kegiatan khusus yang efektif mengatasi masalah kesehatan
yang di prioritaskan. Dasar penentuan kegiatan tersebut adalah pedoman
standar yang sudah ada untuk program tertentu, seperti malaria, TBC dan lain-
lain. Dalam mengembangkan kegiatan khusus ini, pengurus desa siaga di
bantu oleh fasilitator dan pihak puskesmas

5. wawancara dengan bapak Agus menyatakan bahwa pelayanan yang di
lakukan oleh Kader Kesehatan sudah di lakukan dengan prosedur yang cukup
baik dan responsif, karena Kader Kesehatan sudah memiliki kemampuan yang
cukup mumpuni di bekali oleh Pemerintah Daerah melalui penyuluhan,
pelatihan dan promosi kesehatan.

kelima narasumber di atas terhadap pertanyaan pada kategorisasi nomor 3

mereka berpandangan sama yang akan di bahas pada bagian pembahasan

3.10 Pembahasan

Dalam pembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan di analisis dan
menginterprestasikannya dengan konsep atau teori yang telah di uraikan di bab2.

Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan sebagai berikut

A. Adanya akuntabilitas kinerja dalam perwujudan dan kewajiban instansi

pemerintah

Tujuan yang ingin di capai merupakan suatu proses perencanaan,
pengarahan, pengorganisasian untuk mencapai sasaran Yyang dapat di

implementasikan melalui program atau formulasi kebijakan dalam penelitian ini
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pelaksanaannya telah di janlankan sesuai dengan peraturan daerah yang telah di

terapkan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di laksanakan dengan Bapak
Jumaidi selaku kepala Desa pondok gajah menyatakan bahwa kinerja prangkat
Desa dalam mewujudkan desa siaga di sini ialah menjelaskan bahwa, kinerja
perangkat desa ini sangat di dukung oleh, kader kader, masyarakat, dan prangkat
pukesmas bandar dan program kami untuk mewujudkan Desa siaga ini dengan
merangkul seluruh masyarakat, dan mendatangi satu-persatu rumah masyarakat
untuk bersiap melaksanakan program Desa siaga ini. Dan memberikan arahan
terhadap masyarakat apabila meraka kurang dalam memahami program Desa siaga

ini

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan melalui system
pertanggungjawaban secara periodik. System akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam
memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan
suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja,pengukuran kinerja

dan pelaporan kinerja.

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin di capai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sisitematis dan
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berkesinabungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana statejik yang memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan
perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator
Kinerja berdasarkan program, kebijakan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana stratejik.

B. Adanya pelaksanaan program desa siaga

Program yang di laksanakan adalah sosialisasi dan bimbingan terhadap

masyarakat agar lebih mengerti mengenai pentingnya program desa siaga .

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan bapak Jumaidi
selaku kepala Desa pondok gajah menyatakan bahwa Memberdayakan masyarakat
agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu dalam pengembangannya
di perlukan langkah-langkah pendekatan edukatif. Yaitu upaya mendampingi
(memfasilitasi) masyarakat untuk sosialisasi menjalani proses pembelajaran yang
proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang di hadapi

Adapun program yang di laksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan
prosedur desa siaga yaitu dengan dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap
masyarakat yang masih kurang paham tentang seberapa pentingnya desa siaga bagi
masyarakat desa tersebut. Dalam upaya sosialisasi ini pemerintah di harapkan bias
menjangkau seluruh masyarakat terutama masyarakat terpencil yang kurang
kesadaran untuk melakukan hidup sehat

Adapun program yang di laksanakan sesuai dengan tujuan yang telah di

tetapkan di desa siaga tersebut program yang di laksanakan dalam meningkatkan
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kesadaran masyarakat untuk ikut serta hidup sehat, adalah sosialisasi kepada
masyarakat serta menerapkan hidup sehat yang akan di terima oleh masyarakat
yang tidak ikut serta dalam program hidup sehat maka mereka tidak tercantum
dalam desa siaga

Program pelayanan prosedur desa siaga dilaksanakan agar memahami
pentingnya kesehatan bagi masyarakat dan pentingya hidup sehat, oleh karena itu di
perlukan pengembangan dan langkah-langkah pendekatan edukatif yaitu upaya
mendampingin (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses masalah-
masalah kesehatan yang di hadapi masyarakat untuk menujun hidup bersih dan

sehat

C. Adanya proses akuntabitas kinerja
Untuk mempertangungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang di tetapkan

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan Wawancara dengan
ibu Syarifah selaku kader kesehatan menyatakan bahwa Melaksanakan rapat
koordinasi desa siaga tingkat desa dan kelurahaan sesuai jadwal yang telah di
sepakati pada pertemuan rapat koordinasi tingkat kecamatan pertemuan ini di hadiri
oleh camat dan jajaranya, kepala puskesmas, dan jajaranya kepala desa dan lurah
beserta jajaranya, rencana pengembangan desa siaga kepala puskesmas memberi

penjelasan tentang desa siaga sekaligus membentuk forum dan struktur organisasi
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desa siaga dan membuat kesepakatan bersama terkait pelaksanaan desa siaga agar
dapat berjalan sesuai harapan.

Akuntabiltas kinerja terkait dengan prosedur yang di gunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi
akuntansi, system informasi manajemen dan prosedur administrasi akuntabilitas
proses termini infestasikan melalui pemeberian pelayanan publik yang cepat
responsif dan murah biaya

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
yang telah di tetapkan melalui alat pertanggunjawaban secara periodik dan
menerangkan Kinerja tindakan tindakan seseorang, badan hokum, atau pimpinan
suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggung jawaban

Akuntabilitas kinerja sudah berjalan sangat lancar melalui forum desa siaga,
masyarakat di himbau memberikan kontribusi dana sesuai dengan kemampuannya.
Dana yang terkumpul bias di pergunakan sebagai tambahan biaya oprasional untuk
desa siaga istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang
digunakan instansi  pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban  untuk
mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu
perencanaan stratejik, perencanaan Kkinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan

Kinerja.
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Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin
dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan.
Proses ini menghslkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

D. Adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan desa siaga

Usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan
tertentu berdasarkan hasil wawancara yang telah di laksanakan wawancara dengan
bapak Samsul selaku Kepala Dusun di Desa Pondok Gajah menyatakan bahwa
mengutamakan mendorong setiap warga berpatisipasi mengunakan hak dan
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut
kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung trasnparasi
menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat
melalui penyediaan imformasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh
impormasi yang akurat dan memadai di dalam pemerintahaan tersebut.

Kebijakan pemerintah terhadap desa siaga dengan mendukung kegiatan
apapun yang ada di dalam desa siaga dan dengan memfasilitasi kebutuhan
masyarakat Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
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Meningkatkan sistem Surveillance, Monitoring dan Informasi kesehatan
Meningkatkan pembiayaan kesehatan

Dan Seluruh desa menjadi Desa Siaga Seluruh masyarakat berperilaku
hidup bersih dan sehat Seluruh keluarga Sadar Gizi Setiap orang miskin mendapat
pelayanan kesehatan yang bermutu Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok
masyarakat risiko tinggi terlindungi dari penyakit. di setiap desa tersedia sumber
daya manusia (SDM) kesehatan yang kompeten di setiap desa tersedia cukup obat
esensial dan alat kesehatan dasar setiap puskesmas dan jaringannya dapat
menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya Pelayanan
kesehatan di setiap rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar
bermutu

Pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran pemerintah
pusat dan daerah. Anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya
pencegahan dan promosi kesehatan. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan
kesehatan terutama bagi rakyat miski Adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) yg dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan
pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa pos kesehatan desa (Poskesdes)
dapat di katakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara
upaya-upaya masyarakat dan dukungan pemerintah Pelayanannya meliputi upaya-
upaya promotif, preventif dan kuratif yang di laksanakan oleh tenaga kesehatan

(terutama bidan) degan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang
diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai akuntabilitas kinerja perangkat desa
dalam pelaksanaan program desa siaga di desa pondok gajah maka dapat di
simpulkan bahwa.

Dilihat dari adanya kinerja dalam perwujudan kewajiban masyarakat siap
dalam Melaksanakan Desa siaga. Sasaran yang di tetapkan Pihak-pihak yang
mempunyai pengaruh terhadap prubahan prilaku individu dan keluarga atau
dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan prilaku tersebut seperti
tokoh masyarakat, termaksut tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda,
kader, serta petugas kesehatan yang berada di Desa Pondok Gajah Kebupaten
Bener meriah. Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan langkah-
langkah pendekatan edukatif. yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi)
masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang proses pemecahan

masalah-masalah kesehatan yang di hadapi.

5.2 saran

berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti
mengajukan dan memberikan saran yang sekiranya di anggap perlu untuk dapat
di pertimbangkan sebagai bahan masukan pada Desa Siaga pondok gajah

kabupaten bener meriah, yaitu:

44
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. pemerintah dalam menjalankan program desa siaga untuk membuat desa
pekutan menjadi desa sehat harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu
mengenai makna desa siaga agar masyarakat dapat memahami peran
program Desa Siaga dalam perberdayaan kesehatan.

Meningkatkan keorganisasian desa siaga agar berjalan maksimal dan lebih
meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait baik instansi pemerintah
maupun swasta agar program-program pemberdayaan kesehatan yang di
jalankan dapat berjalan optimal.

Meningkatkan silaturahmi dan keakraban dengan masyarakat dengan cara
yang bijaksana agar mau mendukung dan ikut serta dalam kegiatan
pemberdayaan kesehatan.

Melakukan kaderisasi terhadap tokoh pemuda setempat sebagai generasi

penerus di masa yang akan dating.
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